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PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Departemen Pendidikan Nasional menetapkan tiga pilar pembangunan pendidikan
yakni; 1) meningkatkan pemerataan dan perluasan akses, 2) meningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta 3)
meningkatkan tata kelola (good governance), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Sejalan dengan hal itu maka
pemerintah menggulirkan berbagai program yang diharapkan dapat memberikan akselerasi terhadap pencapaian ketiga
pilar tersebut.

Dalam Dokumen Program Implementasi SKM yang dikeluarkan oleh, Dit. Pembinaan SMA-Ditjen. Manajemen
Dikdasmen-Depdiknas, yang diterbitkan pada tahun 2007 dikatakan bahwa permasalahan utama pendidikan adalah
disparitas mutu pendidikan khususnya yang berkaitan dengan (1) ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang
belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, maupun kesejahteraannya, (2) prasarana sarana belajar yang belum
tersedia, dan bilapun tersedia belum didayagunakan secara optimal, (3) pendanaan pendidikan yang belum memadai
untuk menunjang mutu pembelajaran, (4) proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif; dan penyebaran sekolah
yang belum merata, ditandai dengan belum meratanya partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat, seperti
masih terdapatnya kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin, kota dan desa, laki-laki dan perempuan,
antarwilayah. Dua permasalahan tersebut di atas menjadi bertambah parah karena tidak didukung dengan komponen-
komponen utama pendidikan seperti kurikulum, sumberdaya manusia pendidikan yang berkualitas, sarana dan
prasarana, serta pembiayaan. Belajar dari kondisi tersebut, solusi pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan
adalah menerbitkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tercermin dalam rumusan Visi
dan Misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial
yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia
yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan misinya
adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh
rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan
internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4)
membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam
rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk
mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga
pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan
standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan Visi
dan menjalankan Misi pendidikan nasional tersebut, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap
penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait
dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang
dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya
dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Standar nasional pendidikan sebagai penjabaran Visi dan Misi
pendidikan nasional tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan. Pada dasarnya Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan memuat kriteria minimal tentang
komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan
secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi
standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selain itu, standar nasional
pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik
dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. ~Salah satu implikasi dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah
Pemerintah berkepentingan untuk melakukan pemetaan sekolah/madrasah dengan melakukan pengkategorian sekolah
khususnya di SMA berdasarkan tingkat terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. Pengkategorian sekolah/madrasah
dilakukan dalam kategori standar, mandiri dan bertaraf internasional, keunggulan lokal. Menindaklanjuti kebijakan
pengkategorian sekolah/madrasah tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA pada tahun
anggaran 2007 adalah melakukan rintisan penyelenggaraan SMA Kategori Mandiri. Direktorat Pembinaan SMA bagian
intergral dari Ditjen. Manajemen Dikdasmen, dituntut berperan aktif dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional.
Oleh karena itu sebagai langkah awal menerapkan kebijakan standar nasional pendidikan sambil menunggu
pedoman/peraturan yang keluarkan oleh BSNP, strategi yang dilakukan Direktorat Pembinaan SMA adalah
mengembangkan konsep Sekolah Kategori Standar, Sekolah Kategori Mandiri dan Satuan Kredit Semester untuk SMA.
Sedangkan untuk penerapannya akan merinitis Sekolah Kategori Mandiri di sejumlah SMA di 32 provinsi. Program
rintisan tersebut pada dasarnya adalah program terpadu yang mengkaitkan antara kebijakan (BSNP), pelaksana
kebijakan (sekolah sasaran rintisan), pendampingan dan pengembangan konsep implementasi (Dit. Pembinaan SMA),
dukungan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Supervisi dan Evaluasi (Dit.
Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Keterpaduan tersebut merupakan implementasi dari
penjelasan PP Nomor 19 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumberdaya
Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk membantu sekolah/madrasah yang masih dalam kategori
standar untuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri. Disamping itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

http://www.smapanti.sch.id Powered by Joomla! Generated: 5 September, 2010, 16:36



SMA N 1 PANTI, KAB PASAMAN

mendorong dan membantu satuan pendidikan formal dalam melakukan penjaminan mutu (quality assurance) agar
memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dikategorikan ke dalam kategori mandiri.
Untuk itu perlu dibuat profil tentang Sekolah Kategori Mandiri. Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penerapan
standar nasional pendidikan salah satu kegiatan yang diprogramkan Dit. Pembinaan SMA pada tahun anggaran 2007
adalah implementasi sekolah kategori mandiri. SMAN 1 Panti adalah satu di antara beberapa sekolah yang ditetapkan
menjadi sekolah rintisan kategori mandiri. Untuk itu tim pengembang yang dibentuk di sekolah menyusun Rencana
Pengembangan Strategis (RPS) SMAN 1 Panti.2. Tujuan Tujuan penyusunan RPS ini adalah untuk memberikan
gambaran kepada penyelenggara pendidikan di sekolah selama 4 (empat) tahun ke depan dalam melaksanakan
kegiatan pendidikan. Dengan demikian di harapkan penyelenggaraan pendidikan di SMAN 1 Panti dapat berjalan secara
terarrah dan terencana. 3. Ruang Lingkup Rencana Pengembangan Strategis ini disusun berdasarkan misi sekolah
dalam rangka mewujudkan visi. Strategi pencapaian misi itu adalah dengan pemenuhan delapan standar pendidikan. 4.
Hasil yang diharapkan Adapun hasil yang diharapkan dalam RPS ini adalah : 1). Sekolah dapat melakukan upaya-upaya
untuk memenuhi standar pendidikan nasional 2). Terjalinnya kerjasama dan terlaksananya peranserta masyarakat dalam
mewujudkan rintisan sekolah kategori mandiri 3). Adanya acuan, model, atau rujukan dalam penyelenggaraan rintisan
sekolah kategori mandiri bagi setiap warga sekolah 4). Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak ketiga untuk ikut
berperanserta atau memberikan kontribusi dalam memajukan pendidikan terutama di SMA Negeri 1 Panti 5. Strategi
Penyusunan RPS RPS ini disusun dengan melibatkan warga sekolah melalui sebuah lokakarya. Peserta lokakarya
dikelompokkan dalam delapan bidang garapan. Dengan demikian proses penyusunan RPS ini dapat lebih terarah dan
bisa selesai dengan cepat.
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